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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024


	Pemohon
	:
	Dr. Adolf Bormasa, S.H., M.H. dan Henrikus Serin. S.H.

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

	Pokok Perkara
	:
	Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah; 
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	5 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	

	                 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang  memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohonan Pemohon melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar 569/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.29 WIT. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.
Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga eksespsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum.
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:
Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah; 
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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